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BUPATI TAPANULI TENGAH 
PROVINSI SUMA TERA UT ARA 

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH 

NOMOR : 24 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 

DENG AN RABMA T TUBAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI TENGAIH, 

• 

Menimbang 

. Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah Tahun 202 1 .  

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 956 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

2. Undang-Undang Nonior 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerrintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 20 I 9 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 201 9 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 16) ;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 442 l ): 

4..Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandcmi Corona Virus Disease 201 9 

(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-undang 

Nomor 1 1  Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tcntang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor I 13,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah Dan Ren cana Kerja Pen 

Negara Republik Indonesia Tahun 20j erintah Daer, I 7  Nomor 1 3 1 2  (Ber 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7¢ r 0 Tahun 2019 
Infommasi Pemerintahan Daerah (Berita N e ,,  'Stang Sister, egara Republij 
Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  Indones 

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahon 2019 
;  o d e fi ka si  da  N  tentang asifikasi, Kodef i kasi  lan lomenklatur Perencanaan P · 'embangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Ta t  a  ahun  2019 

Nomor 1447); 

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor S Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2019- 2023, 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 201 2 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli 
Tengah Tahun 2006 -- 2026; 

I 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tcngah Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 

Tahun 2013-2033; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 201 6 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2 0 1 6 t  entang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten T· : . apanuli Tengah Nomor 5 Tahun 20 17  
tentang Rencana Pembangunan Jank a  M gh a  lenengah Kabupaten Tapanuli 
Tengah Tahun 2017-2022: 

' 
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21 .  Pcraturan Daerah Kabupatcn Tnpanuli Tcngah Nomor 7 th 2 
a u  '020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Tapanu 

Tengah Tahun Anggaran 2021; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
PERATURAN BUPATI TENTANG 
KER.JA PEMERINTAH DAERAH 
TAPANULI TENGAIH TAHUN 2021. 

PERUBAIAN RENCANA 

(P-RKPD) KABUPATEN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ' 
I .  Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

d P gkat Daerah sebagai 2. Pemerintah Kabupatcn adalah Bupalt an eran 
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah; 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pernerinlahan yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas 
Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan: 

' 

7. Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun; 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 
I (satu) tahun; 

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dacrah I . 
.. .  a  yang selanjutnya 

disingkat Renja-SKPD a da 1 »  d o k  .  "  a u ai a n  Jok u m e n  perencanaan SKPD untuk 
penode I (satu) Tahun; 
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanj· p 
Ja aerah yang :1, • 

APBD d J h se anJutny d' . a da l al  rencana keuangan tahur . ra singkat 
. nan pemerintaham 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; daerah yang 
1 1 .  Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan B .. · ·  elanja Daerah 

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen Yang yang memuat kebi:- 
d b I 

. IJa ·an 
bidang pendapatan, elanja dan pembiayaan rt s er ta  asumsi yang 
mendasarinya untuk periode I (satu) tahun; 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya d i ·  
·  ·  a  nsmngkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan 

DPRD. 

BAB II 

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2022 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah 
memuat program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah Kabupaten maupun dengan dukungan pembiayaan dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

Pasal 3 

(I) Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 disusun 
dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : 

Bab 
Bab 11 

Bab III 

Bab IV 

Bab V 

Bab VI 

Pendahuluan 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan 
Triwulan II Tahun 2021 

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
Penutup 

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2021 dimaksud pada ayat 
(I) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
digunakan sebagai: 

(1) Pedoman bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Tengah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Saluan 
Kerja Perangkat Daerah (P-Renja SKPD); 

(2) Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 
2021. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Ditctapkan di Pandan 
pada tanggal 25 Agustus 2021 

NULI TENGAH, 

MAD SIBARANI 
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